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Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual
Beli “pura-pura’ (AJB “Pura-Purd’). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
100/Pdt.G/2020/PN. Krg. AJB “Pura-Pura’ dinyatakan batal demi hukum dan PPAT dinyatakan melakukan
perbuatan melawan hukum. Adapun permasal ahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai
perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang disaksikan oleh perangkat desa; aktajual beli
yang dibuat oleh seorang PPAT secara “pura-pura’; sertatanggung jawab PPAT terhadap AJB “Pura-Pura’.
Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan analisa data
dilakukan secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Perjanjian Jual Beli
Tanah dengan Hak Membeli Kembali merupakan surat dibawah tangan yang melanggar ketentuan Hukum
Tanah Nasional dan Hukum Adat. Akta Jual Beli Tanah antara Penjual dan Pembeli yang dibuat secara
pura-pura atau bersifat pura-pura terbukti merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar syarat
suatu sebab yang halal. Kemudian, bagi PPAT yang membuat Akta “Pura-Pura’ dapat diberhentikan dengan
tidak hormat serta dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memberikan saran bahwa masyarakat dilarang membuat Perjanjian
Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali karena hal tersebut tidak dikenal dalam Hukum Adat;
Pembuatan Akta Jual Beli “Pura-Pura’ termasuk pelanggaran berat yang merusak citra profesi yang dapat
menurunkan kepercayaan terhadap profesi Pgjabat Pembuat Akta Tanah; serta bagi PPAT dalam melakukan
kewenangannya harus tunduk pada Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kode Etik serta
selalu menjunjung tinggi kejujuran dan kebijaksanaan dalam membuat akta.

...... This research discusses the responsibilities of the Land Deed Drafting Officer (PPAT) regarding the
"Pretended" Sale and Purchase Deed ("Pretended" Purchase Deed (AJB)). In Karanganyar District Court
Decision Number 100/Pdt.G/2020/PN. Krg. “Pretended” Purchase Deed was declared null and void and the
PPAT was declared to have committed an unlawful act. The issuesraised in thisresearch are regarding land
sale and purchase agreements with the right to repurchase witnessed by village officials; sale and purchase
deed made by a PPAT "pretendly"”; as well as PPAT's responsibility towards “ Pretended” Purchase Deed. To
answer this problem, doctrinal legal research methods are used with data analysis carried out descriptively
analytically. In thisresearch, it was concluded that the Land Sale and Purchase Agreement with the Right to
Repurchase is a private | etter which violates the provisions of National Land Law and Adat Law. A Deed of
Sale and Purchase of Land between a Seller and a Buyer that was made under pretense or on a pretentious
basisis proven to be an unlawful act because it violates the requirements of alawful cause. Then, PPATs
who make “Pretended” Purchase Deed can be dishonorably dismissed and can be sued based on Article
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1365 of the Civil Code. Based on the research results, the author advises that people are prohibited from
making land sale and purchase agreements with the right to repurchase because this is not recognized in
customary law; Making a"Pretended" Sale and Purchase Deed is a serious violation that damages the image
of the profession and can reduce trust in the profession of PPAT; and for PPAT, in exercising its authority, it
must comply with the Position Regulations for Land Deed Making Officials and the Code of Ethics and
aways uphold honesty and wisdom in making deeds.



